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INTISARI 
 
 

Penelitian hukum ini dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Penegakan 
Hukum Penataan Ruang di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta Kabupaten 
Bantul” merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian hukum 
yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum yang berlaku. 
Efektifitas hukum yang berlaku khususnya hukum tata ruang, dengan memgambil 
lokasi di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta. Data primer diperoleh dari responden 
yaitu masyarakat yang menempati daerah sempadan jalan di kawasan jalan Bantul-
Yogyakarta sebanyak 30 (tiga puluh) responden dari sejumlah. 

Dalam penelitian hukum ini dilakukan pendekatan dengan metode induktif, 
yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui variabel-variabel yang bersifat 
khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. 

Pada tataran dogmatik hukum dilakukan deskripsi, sikronisasi, analisis, 
intepretasi dan menilai hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan hukum 
tata ruang, serta dilakukan sistematisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 
horizontal, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa hukum yang berlaku untuk 
pengaturan perencanaan tata ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta antara lain 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bantul, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Izin Mendirikan Bangunan. 

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dilakukan pengumpulan 
pendapat masyarakat bagaimana efektifitas hukum yang berlaku yang mengatur tata 
ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta disikapi oleh masyarakat. Di samping itu 
tanggapan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang oleh aparatur 
Pemerintah Daerah memperoleh tanggapan dari masyarakat. 

Dengan menggunakan pendekatan politik hukum, dengan mendasarkan pada 
pendapat masyarakat diperoleh suatu tujuan ke depan bagaimana rencana tata ruang 
yang ideal untuk tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di atur di kawasan 
jalan Bantul-Yogyakarta. Dengan demikian di masa yang akan datang efektifitas 
hukum tata ruang yang berlaku dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, dan ditaati 
oleh seluruh lapisan masyarakat. 
 
Kata kunci  : Efektifitas Penegakan Hukum Penataan Ruang. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The title of this law research is “Efectivity of implementation of space zoning 

law enforcement on Jalan Bantul-Yogyakarta Distric Bantul”. It is an empirical or 
sosiological law research, that has a goal to know how far the efectivity of the law which 
prevails, specialy space zoning law on Jalan Bantul-Yogyakarta. Primary data is colected 
from 30 people as respondent who live on border of Jalan Bantul-Yogyakarta. 

Approach of this law research is an induktif method, that is by drawing conclusion 
from the specific variables into general conclusion. 

In the level of law dogmatic, it is treated description, synchronization, analysis, 
interpretation and evaluation of the law which prevails, specialy connected with space 
zoning law. It is also treated horizontal and vertical systematization and synchronization 
in order to find conclusion that the law prevails for regulation of zoning plan on Jalan 
Bantul-Yogyakarta, such as “UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 5 Tahun 1950 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, and Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 
Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan”. 

By using law sociology approach, it is colected public opinion of the efectivity of 
the law which prevails, that organize space zoning on Jalan Bantul-Yogyakarta. It is also 
colected the public response of government agencies law enforcement efforts. 

By using law political approach, based on public opinion, found a future goal, how 
is the ideal space zoning plan for society’s prosperous and welfare on Jalan Bantul-
Yogyakarta. Thus, so in the future efectivity of space zoning law which privails can be 
enforced and obeyed by the whole society. 
 
 
Key words : The efectivity of space zoning law enforcement. 
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